
 

 

 

 

 

 
 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 

NOMOR 020/3 TAHUN 2022 

  
TENTANG 

 

PEMBERIAN MANDAT KEPADA KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN 
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK 

MENETAPKAN PENELAAHAN PRODUK DAN MENYETUJUI KONTRAK 
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DI PROVINSI JAWA TENGAH 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa penelaahan produk dan kontrak katalog elektronik, 

sebagai dokumen sangat diperlukan sebagai dasar 
pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik, 
termasuk katalog elektronik lokal, sehingga perlu dilakukan 

penandatanganan sebagai bentuk pengesahan; 

  b.  bahwa mendasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga 

Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa   Pemerintah   Nomor  
61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog 

Elektronik, pelaksanaan penetapan penelaahan produk dan 
persetujuan kontrak katalog dalam pengelolaan Katalog 
Elektronik Lokal dapat dimandatkan kepada Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi 
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berbentuk 
struktural; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Gubernur tentang Pemberian Mandat Kepada Kepala Biro 
Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Untuk Menetapkan Penelaahan 

Produk Dan Menyetujui Kontrak Katalog Elekronik Lokal Di 
Provinsi Jawa Tengah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang   Nomor  

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

 



 

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan  Presiden  Nomor  

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63); 

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan 
Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 491); 

7. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan 

Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

KESATU  : Memberikan Mandat kepada Kepala Biro Administrasi 

Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
Tengah untuk menetapkan penelaahan produk dan menyetujui 
kontrak Katalog Elekronik Lokal di Provinsi Jawa Tengah. 

KEDUA : Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan penelaahan produk 

dan menyetujui kontrak katalog elekronik lokal sebagaimana 
dimaksud dalam diktum KESATU untuk dan atas nama 
Gubernur Jawa Tengah. 

KETIGA : Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan dan melaporkan 
hasil pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 



 

 

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan 
sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 30 Maret 2022 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

ttd 
 

GANJAR PRANOWO 
 

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth : 
 

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
6. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa 

Tengah; 

7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


